










Dalam dua dekade terakhir ini, kesadaran global akan perlunya keterlibatan masyarakat dunia untuk bersatu padu menyelamatkan planet bumi dan mahluk hidup yang berada di dalamnya semakin menguat dan konkrit dalam implementasinya. Hal ini disadari betul bahwa penyebab utama kerusakan bumi disebabkan oleh kecerobohan dan ketidak-bijakan manusia dalam merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Di dasarkan atas UUD tahun 1945 pasal 33 maka dalam konteks tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penanganan lingkungan, Undang-undang tersebut dikeluarkan agar dapat mempertegas bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan penanganan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Bahkan dalam konstitusi RI ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
Masalah lingkungan hidup yang paling penting untuk dapat diselesaikan  adalah masalah persampahan yang juga menjadi permasalahan nasional sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna memberikan manfaat secara ekonomi, sosial budaya dan kesehatan bagi masyarakat. Lingkungan yang bersih hanya dapat terjadi jika terjadi peruhan perilaku masyarakat. Agar penanganan pengolahan persampahan dapat dilakukan secara komprehensif diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga penanganan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.
Kebutuhan akan lingkungan pemukiman yang sehat dan bersih tidak cukup dengan mengharapkan lahirnya kesadaran masyarakat akan hal itu, namun diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat mengikat semua pihak dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Atas dasar itu, Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penanganan persampahan khususnya pasal 22 dinyatakan bahwa; (a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah, (b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sama ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, (c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, (d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau, (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan hasil sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dari undang-undang tersebut diharapkan kesadaran berbagai pihak dalam menangulangi dan menjaga kualitas lingkungan dari pencemaran sampah.
 Sampah merupakan salah satu permasalahan lintas sektoral  yang dewasa ini muncul sebagai isu nasional seiring dengan merebaknya berbagai kasus kesehatan masyarakat maupun musibah longsor dan banjir yang melanda di sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk dewasa ini bukan saja menjadi masalah tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi memberikan konstribusi terhadap tingginya produksi sampah domestik yang diperoleh dari berbagai aktivitas masyarakat. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat apabila sampah itu dapat dikelola, ditangani secara efektif dan terpadu. 
Persoalan persampahan selalu menjadi isu besar dihampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Hal ini karena kota-kota di Indonesia umumnya menjadi pusat-pusat aktivitas ekonomi yang konsekuensinya menarik penduduk dari pinggiran kota menuju pusat kota (urbanisasi). Laju pertumbuhan jumlah penduduk semakin tinggi dan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat dari sederhana menjadi masyarakat yang kompleks,  pada akhirnya mengakibatkan jumlah sampah meningkat. Pandangan Kustiah (2005) mengatakan bahwa Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan penanganan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh lagi Hadi (2004) menyatakan bahwa, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA dan lain-lainnya.
Selain itu, penyebab munculnya permasalahan timbulnya sampah kota adalah perubahan karakteristik timbunan sampah, yang disebabkan oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat. Dewasa ini masyarakat banyak memakai bahan anorganik sebagai bahan pengemas. Walaupun kehadiran organik sampah rumah tangga masih mendominasi (63.56%). Namun kesulitan yang sering dialami adalah pada operasi penanganan dan pembuangan akhir, seringkali sampah dibiarkan berserakan dijalan sehingga dapat menimbulkan penyumbatan dan banjir (Maryono, 2002).
Namun data-data yang teridentifikasi menunjukkan, bahwa tingkat produksi sampah di perkotaan Indonesia untuk tahun 2009 mencapai 103.192 m3 per hari dan diprediksikan meningkat 1.93% di tahun berikutnya. Sementara kemampuan armada sampah mengangkut sampah untuk tahun 2010 menurun 2.5% (Sudrajat, 2006). Ini berarti peningkatan jumlah produksi sampah berbanding terbalik dengan jumlah sampah yang terangkut. Dengan demikian sampah masih menjadi masalah yang belum tertangani secara baik hingga saat ini.  Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang  tepat agar sampah yang di perkotaan khususnya,  tidak menjadi masalah di masa mendatang.  Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, Pemerintah saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana penangananya.   
Propinsi Maluku pada tahun 2010 berpenduduk 1.320.700 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1.57 % pertahun dan kepadatan penduduk 28 jiwa per km². Sementara untuk Kota Ambon pada tahun yang sama, jumlah penduduknya sebanyak 331.254 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 16.31% dan tingkat kepadatannya mencapai 1085 jiwa/ km2 (BPS Provinsi Maluku 2011). Membandingkan persentase pertumbuhan penduduk Maluku (1.57%) dengan persentase pertumbahan penduduk di kota Ambon yang mencapai 16.31%, memberi indikasi kuat bahwa tingkat urbanisasi ke kota Ambon sudah sangat memprihatinkan.  Implikasi dari besarnya migrasi ke kota Ambon telah berakibat pada tingkat kepadatan penduduk yang sudah mencapai 1085 jiwa/km2, sedangkan untuk Propinsi Maluku, tingkat kepadatannya hanya 28 jiwa/km2. Pada sisi lainnya, jumlah pertumbuhan penduduk di Propinsi Maluku berdasarkan pada faktor mortalitas dan fertilitas hanya 2.5% (BKKBN Provinsi Maluku, 2010). Ini berarti besarnya laju pertumbuhan penduduk di kota Ambon bukan saja berasal dari pulau-pulau di Propinsi Maluku saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor migrasi dari luar propinsi Maluku ke kota Ambon.
Pesatnya laju pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk di kota Ambon telah berakibat pada perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungannya. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus mahluk individual, selalu berupaya meningkatkan taraf kehidupannya. Peningkatan taraf kehidupan sudah tentu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan hidupnya. Akibat langsung dari perubahan gaya hidup itu akan berdampak meningkatnya kebutuhan yang secara spontan dan tak sadar telah mengakibatkan banyaknya sampah domestik. 
Data persampahan di Kota Ambon menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon untuk tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah penduduk di Kota Ambon sebanyak  239.697 jiwa dan memproduksikan sampah sebanyak 719.1 m3/hr timbunan sampah. Ini tidak didukung oleh sarana dan prasarana pengangkut sampah yang memadai, dimana jumlah armada mobil sampah hanya 17 unit, jumlah TPS 146, armda mobil sampah sebanyak 26 dan armada motor tossa sebanyak 8 unit. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya dan menjadi kendala dalam penanganan sampah. 
Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sementara penanganan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ini berarti sampah organik maupun non organik masih menjadi masalah di Kota Ambon yang perlu ditangani secara tepat dan komprehensif.
 Atas dasar itu, maka secara konseptual diperlukan adanya kebijakan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu. Kebijakan itu sendiri oleh Anderson sebagaimana yang dikutip Winarno (2002) didefenisikan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan tertentu. Sedangkan Wahab (2002) yang mengutip pendapat Friedrich mendefenisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 
Batasan kebijakan yang lebih konkrit dikemukakan oleh Keban (2004) yaitu: (1) sebagai suatu konsep filosofis; kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, (2) sebagai suatu produk; kebijakan dipandang sebagai suatu rangkaian kesimpulan atau rekomendasi, (3) sebagai suatu proses; kebijakan dipandang sebagai cara dimana cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai programnya, (4) sebagai suatu kerangka kerja; kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.
Berdasarkan batasan konsep kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa, kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang komprehensip, terpadu, dan mendalam terhadap berbagai alternatif pilihan yang bermuara pada suatu pengambilan keputusan terbaik terkait dengan masalah yang dihadapi. Dalam kaitan dengan studi ini masalah yang dimaksudkan adalah sampah di kota Ambon. Bagaimana persoalan sampah di kota Ambon ditangani oleh Pemerintah kota Ambon bersama masyarakatnya menjadi hal menarik untuk diteliti.  
Sesungguhnya Pemerintah Kota Ambon telah menyadari, bahwa sampah telah menjadi bagian dari masalah di kota ini. Walaupun harus diakui pula, bahwa kesadaran akan masalah itu baru sebatas pada persoalan kebersihan kota. Hal itu tampak dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pasca konflik sosial di kota ini umumnya terkait dengan kebersihan kota, laut dan pesisir. Misalnya kegiatan jumat bersih, lomba kebersihan lingkungan, serta bakti masalah kebersihan laut dan pesisir pantai. Padahal masalah sampah tidak hanya terkait dengan persoalan kebersihan kota, tetapi juga terkait dengan kesehatan warga masyarakat kota Ambon. 
Agar masalah sampah di Kota ini dapat ditangani secara lebih bertanggung jawab, maka pemerintah kota Ambon bersama DPRD kota Ambon sejak tahun 2008 membahas rancangan Peraturan Daerah tentang sampah di kota Ambon. Rancangan Peraturan Daerah itu kemudian di tetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2009 tentang “Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah”.  Perkembangan lebih lanjut dari kebijakan pemerintah tersebut adalah adanya upaya menggugah semangat dan kesadaran aparatur pemerintah, instansi terkait serta masyarakat dalam penanganan sampah,  sehingga kebersihan dan kualitas lingkungan kota Ambon tetap terpelihara. 
Sesungguhnya kota Ambon pernah memperoleh Adipura selama tiga tahun berturut-turut sebagai salah satu Kotamadya yang bersih di Indonesia. Akan tetapi setelah warga kota ini mengalami konflik sosial yang cukup parah, menyebabkan penanganan sampah menjadi tidak terurus dengan baik. Selama periode konflik sosial (1999 – 2003) kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Ambon dalam menangani sampah dilakukan berdasarkan pada segregasi pemukiman. 
Segregasi warga kota berdasarkan pada pemukiman telah berakibat pada penanganan sampah pun harus bersifat segregatif. Penangan sampah model ini ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan sampah di kota Ambon. Sampah-sampah yang dibuang di wilayah-wilayah perbatasan kedua komunitas tidak dapat ditangani dengan baik. Demikian pula pada saat itu tumbuh pasar-pasar kaget (darurat) yang berdasarkan pada wilayah komunitas telah berakibat pada persebaran sampah semakin tidak terkontrol. 
Bahkan sampah pada TPA Galunggung mendapat protes warga sekitarnya ketika sampah tersebut dibakar untuk mengurangi volume sampah di TPA tersebut. Protes ini kemudian berubah menjadi isu kebijakan diskriminasi oleh walikota Ambon. Walikota Ambon dituduh sangat diskriminatif dalam menentukan TPA di wilayah pemukiman berdasarkan segregasi, karena TPA Galunggung yang bersifat sementara itu berada dekat dengan pemukiman dan ketika sampah itu dibakar membuat warga sekitarnya mengalami gangguan kesehatan. Sementara TPA Gunung nona menampung sampah yang berasal dari pemukiman di sekitarnya. Kebijakan yang ditempuh Walikota Ambon kemudian adalah memindahkan TPA Galunggung ke TPA Wara yang dianggap jauh dari pemukiman masyarakat.  Kebijakan ini diambil hanya bersifat sementara karena jumlah sampah menumpuk pada lokasi tersebut tidak dapat ditanggulangi secara masimal sehingga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Protes ini terulang lagi dari warga yang berdomisili di sekitar lokasi TPA.
Sesungguhnya persoalan sampah di kota Ambon berawal dari adanya kebijakan salah urus pada saat konflik sosial berlangsung di kota tersebut. Kebijakan salah urus itu baru dapat ditangani secara sistemik setelah diberlakukannya Peraturan Daerah. Nomor 66 Tahun 2009 tentang “Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan Sampah”. Kendati demikian secara teoritis kebijakan yang baik belum tentu implementasinya juga baik. Dalam kaitan dengan implementasi suatu kebijakan lebih lanjut Wahab (2008) menyatakan bahwa implementasi merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan pubik. Sebab implementasi kebijakan bukan sekedar bersangkut paut dengan berbagai keputusan  ke dalam mekanisme dan prosedur secara rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan siapa memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Bagaimana konsep itu dikaji dalam kaitannya dengan penanganan sampah di kota Ambon menjadi hal menarik untuk diteliti. 
Pada prinsipnya,  kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Sementara implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, dana maupun material (peralatan).  Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka ”sosialisasi, koordinasi dan kontrol”. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Studi ini difokuskan pada upaya untuk mengetahui bagaimana hasil dari sebuah proses kebijakan publik yang  produknya adalah Perda Pemerintah Kota Ambon.
Permasalahan sampah di kota Ambon membutuhkan penanganan terpadu lintas administrasi pemerintahan, utamanya antara pemerintah propinisi dengan pemerintah kota Ambon. Ini penting karena kota Ambon secara administratif menjadi Ibukota Propinsi Maluku, sehingga persoalan sampah bukan sekedar persoalan pemerintah kota Ambon tetapi juga harus menjadi persoalan pemerintah Propinsi. Itulah sebabnya penanganan sampah di kota Ambon harus bersifat lintas administrasi pemerintahan.
Menghadapi masalah tersebut pemerintah kota Ambon berusaha melakukan upaya pengawasan, penyelamatan dan penanganan baik teknis maupun non teknis dengan mengeluarkan  peraturan daerah  maupun  peraturan walikota yang terkait dengan masalah sampah maupun masalah lingkungan dengan dibentuknya badan penanganan persampahan dengan nama dinas kebersihan dan pertanaman berupa satuan kerja perangkat daerah dan penanganannya diserahkan pada unit pelaksanaan teknis daerah instalasi penanganan sampah terpadu (UPTD IPST). Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah kota Ambon mengadakan, membuat, dan menempatkan TPS pada kawasan umum di berbagai tempat, selain itu pemerintah kota Ambon merekrut tenaga-tenaga lepas (honor) untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini dimaksud untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup atau memulihkan kerusakan yang telah terjadi atau minimal untuk menurunkan derajat kerusakannya.
Pemerintah kota Ambon dalam perkembangannya cukup dinamis dan responsif terhadap masalah persampahan. Langkah implementasi yang telah dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan perkotaan dari dampak negatif sampah terus dilakukan, walaupun harus diakui belum optimal. Pemerintah Provinsi Maluku juga ikut terlibat dalam menangani masalah persampahan di Kota ini. 
Kota Ambon selain berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi Maluku, juga menjadi pusat aktivitas Pemerintah Propinsi, kota pelayanan jasa dan perdagangan serta pusat transit ekonomi di wilayah Maluku. Selain itu kota Ambon merupakan kota pendidikan dimana semua fasilitas pendidikan dari tingkat Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan tinggi terdapat di kota ini.  Dampak dari semua aktivitas tersebut membawa konsekuensi pada melimpahnya sampah yang diproduksi di Kota Ambon terutama di pusat kota Ambon. 
Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan sampah secara realita dan pemantauan awal di berbagai pusat kota Ambon tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Hal ini tergambar dari tenaga-tenaga pengangkut sampah di lapangan dilakukan pada saat aktivitas masyarakat sedang sibuk, dengan menggunakan mobil pengangkut bak terbuka, hal ini membawa konsekuensi tercium bau yang tidak enak oleh masyarakat dan banyak sampah-sampah yang tidak terangkut karena kapasitas mobil pengangkut sampah tidak sebanding dengan volume sampah. Pada saat pengangkutan ke TPA, banyak sampah yang jatuh di jalan. Jumlah TPS yang disediakan terlalu sedikit dan terlalu jauh dari aktivitas masyarakat, ini akan membawa dampak yang berbeda lagi dengan banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat pada selokan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengakibatkan longsor dan banjir pada saat musim hujan.
Semua kebijakan dan berbagai upaya lainnya yang telah dilakukan pemerintah kota Ambon pada prinsipnya untuk meningkatkan peran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dibidang lingkungan hidup khususnya dalam penanganan sampah. Sejalan dengan itu Winarno (2008) juga mengungkapkan pendapat yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1986) bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau sejenis keluaran yang nyata. 
Salah satu fase terpenting dari perkembangan administrasi publik adalah dengan munculnya sebuah pendekatan baru yaitu manajemen. Manajemen tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dengan demikian manajemen meliputi sosialisasi, koordinasi dan kontrol yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dari program implementasi suatu kebijakan, oleh karena itu manajemen membutuhkan keseimbangan tanggungjawab dan tindakan dengan kepekaan kebijakan serta nilai-nilai layanan publik.  
Implementasi suatu kebijakan apapun bentuknya harus di informasikan kepada pengguna atau pemanfaatan kebijakan, ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan sehingga pengguna kebijakan memahami tujuan dan arah yang dimaksudkan, tanpa sosialisasi ada jarak atau ruang yang terputus dari apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik bilamana kebijakan tersebut disosialisasikan kepada penguna kebijakan. Unit-unit pelaksana sosialisasi perlu di koordinasikan sehingga makna dan tujuan sosialisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan roh kebijakan. Selanjutnya Handayanigrat (2005) berpandangan bahwa peran sosialisasi sangat penting dan dibutuhkan, dengan sosialisasi yang baik akan tercipta suatu pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaaan kebijakan mengenai arti tujuan dan sasaran sehingga tujuan kebijakan tersebut yang direncanakan dapat tercapai. Sosialisasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena satu sama lain saling mempengaruhi.
Lemahnya koordinasi mengakibatkan mata rantai dari unit-unit pelaksana akan hilang atau terputus, ini membawa konsekwensi tidak berjalannya kebijakan secara efektif. Sebagaimana dikemukakan Handoko (2003) bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Sosialisasi dan koordinasi yang baik dapat menciptakan kesadaran dan kesatuan sikap dalam langkah dan tindakan agar hasil suatu pekerjaan secara maksimum dapat tercapai (Hadayanigrat, 2005). 
Terlaksananya sosialisasi dan efektifnya koordinasi memerlukan kontrol dari pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegagalan suatu kebijakan yang selalu berulang disebakan oleh kurangnya kontrol yang  memadai dari pembuat kebijakan (Komarudin, 2004). Menurut Komarudin (2004) yang diperkuat oleh pendapat Usry dan Hammer (2005)  mengemukakan Bahwa kontrol sangat diperlukan dalam implentasi kebijakan dengan cara membandingkan prestasi kerja, rencana  kerja, dan mengoreksi kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan sebagai masukan untuk memperbaiki penanganan kebijakan tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrol sangat penting untuk mendeteksi adanya deviasi atau kelemahan yang terjadi sebagai umpan balik bagi manajemen dari suatu kegiatan. 
Hubungan koordinasi dan kontrol dapat dipahami sebagai hubungan pengawasan yang dilaksanakan oleh badan yang lebih tinggi tingkatnya terhadap badan yang lebih rendah tingkatnya agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik (Sutarto, 2003). Efektivitas suatu implementasi kebijakan tidak dapat dipidahkan dari tiga komponen yaitu sosialisasi, koordinasi dan kontrol yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Efektifitas implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik selain dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut, bilamana didukung oleh perilaku masyarakat maupun perilaku implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. 
Sosialisasi, koordinasi dan kontrol dalam implementasi kebijakan persampahan di kota Ambon tidak sesuai dengan arti dan maknanya, sehingga dapat menghambat proses implementasi tersebut. Disisi lain, ketiga komponen tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumber daya manusia yang tidak tepat sehingga dapat menghambat proses implementasi kebijakan persampahan. Ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam (Haedar, 2009) yang mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua permasalahan pokok, yaitu; (1) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan; dan (2) faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan. 
Hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang manajemen implementasi kebijakan menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, namun belum maksimal pelaksanaannya hal ini diperlukan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang terkait faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Alyas, 2010, Laksmiwati, 2010 dan Aneta, 2010). Disamping itu tingkat sosialisasi sangat diperlukan dalam mendukung sikap kerja aparat pelaksana kebijakan dan kemampuan kerja aparat pelaksana kebijakan. Dimana sosialisasi sangat penting untuk penyatuan persepsi, partisipasi, pembinaan, mencegah konflik dan retribusi (Ario Danu, 2005 dan Mardjuki, 2009). 




Berdasarkan latar belakang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di kota Ambon maka rumusan masalah adalah sebagai berikut.
1.	Seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon? 
2.	Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
3.	Seberapa besar pengaruh kontrol terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
4.	Seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
5.	Seberapa besar pengaruh koordinasi melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
6.	Seberapa besar pengaruh Kontrol melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
7.	Seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
8.	Seberapa besar pengaruh koordinasi melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
9.	Seberapa besar pengaruh kontrol melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
10.	Seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi, koordinasi dan kontrol secara kolektif terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
11.	Seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi, koordinasi dan kontrol secara kolektif melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
12.	Seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi, koordinasi dan kontrol secara kolektif melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
13.	Seberapa besar pengaruh perilaku masyarakat secara parsial terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?
14.	Seberapa besar pengaruh perilaku implementor secara parsial terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon?




Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yaitu untuk:
1.	Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
2.	Menganalisis pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
3.	Menganalisis pengaruh kontrol terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
4.	Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
5.	Menganalisis pengaruh koordinasi melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
6.	Menganalisis pengaruh kontrol melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
7.	Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
8.	Menganalisis pengaruh koordinasi melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
9.	Menganalisis pengaruh kontrol melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon. 
10.	Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi, koordinasi dan kontrol secara kolektif terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
11.	Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi, koordinasi dan kontrol secara kolektif melalui perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
12.	Menganalisis pengaruh tingkat sosialisasi, koordinasi dan kontrol secara kolektif melalui perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
13.	Menganalisis pengaruh perilaku masyarakat terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon.
14.	Menganalisis pengaruh perilaku implementor terhadap efektivitas penanganan sampah di kota Ambon






Berangkat dari latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:
Manfaat Teoritis yang diharapkan adalah:
1.	Pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu administrasi publik dalam perspektif “Manajemen Implementasi Kebijakan Publik”.   Sebab implementasi kebijakan bukan sekedar bersangkut paut dengan berbagai keputusan ke dalam mekanisme dan prosedur secara rutin melalui saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Bagaimana konsep itu dikaji dalam kaitannya dengan efektivitas penanganan sampah di kota Ambon, diharapkan dapat menghasilkan proposisi-proposisi baru.
2.	Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi teoritis mengenai model-model manajemen penanganan dan bagaimana strategi yang tepat untuk efektivitas menangani sampah.
3.	Bagi peneliti administrasi publik diharapkan temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut, terutama penelitian sejenis.  
Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan adalah:
1.	Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan pembangunan lingkungan perkotaan, baik pada level Pemerintah Kota Ambon maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi.
2.	Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan inspirasi bagi para praktisi terutama perusahaan pelayanan jasa persampahan.

E.	Batasan Masalah
Adapun yang menjadi fokus penelitian tentang efektifitas penanganan Sampah di Kota Ambon mencakup variabel Sosialisasi, Koordinasi, dan kontrol merupakan variabel eksogen, serta variabel prilaku Masyarakat dan perilaku Implementor sebagai variabel moderator / intervening. Serta efektifitas merupakan variabel endogen.
Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di pusat Kota Ambon pada Kecamatan Sirimau berdasarkan aktifitas masyarakat di pusat kota tersebut yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terdiri dari 160.808 jiwa, sedangkan sampel diambil sebanyak 300 sampel berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan.
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